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Tolitoli dengan anggaran puluhan miliaran ruplah, dinilai
melanggar aturan. Kedua mega proyek tersebut adalah pem-
bangunan Dermaga Dede yang dikerjakan PT Sumber Bangun
Sentosa (SBS) dan pembangunan Dermaga Malala yang diker-
jakan PT Patriot Jaya Pratama (PJP).

Oleh: RAMLAN

Misalnya, pembangunan
dermaga Malala yang diker-
jakan PT Patriot Jaya Pratama
(PJP), waktu kontrak penger-
jaan antara pihak rekanan dan
PPK kantor kesyahbandaran
otoritas pelabuhan terkait,
telah berakhir sejak tanggal
19 November 2013.

Ironinya, dengan kontrak
yang telah berakhir tersebut,
diduga telah terjadi pem-
berian adendum waktu ti-
dak melalui prosedur aturan
Perpres 54 Tahun 2010 dan
perubahannya, yaitu Perpres
70 Tahun 2012. -

Site Manager PT PJP

Safarudin yang ditemui di
Malala, mengakui, kalau pe-

bernilai miliaran itu telah me-
lewati batas kontrak. Bahkan
laksanaan mega proyek yang menyangkut keterlambatan

penyelesalan proyek terse-
but sudah diketahui pihak"
Dinas Perhubungan Provinsi
Sulteng,

“Baru-baru ini, saya per-
nah diundang ke Dinas
Perhubungan Provinsi, me-
mang proyek dermaga yang
saya kerjakan di Malala sudah
terlambat. Yang terlambats
adalah item pemasangan tiang
pancang seBanyak tujuh puluh
titik,” kata Safarudin,

Demikian halnya pemban-
gunan dermaga Pelabuhan
Dede di Kelurahan Sidoarjo |,

Baca DERMAGA di hal.11




[image: image2.jpg]Hingga Sekarang Tidak Diberi Sanksi

- DERMAGA

Kecamatan Baolan Kabupaten
Tolitoli. Pengerjaan proyek senilai
Rp17,49 Miliar yang dikerjakan PT
Sumber Bangun Sentosa (SBS) itu
sudah mengalami keterlambatari
“Sejakaghir November 2013. Namun
hingga sekarang tidak diberi sanksi.
Malah pihak Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Tolitoli menem-
puh langkah pemberian adendum
waktu atau contrack change order
(CCO) kepada pihak rekanan, yaitu
PT SBS. Padahal sebelumnya, kuasa
pengguna anggaran pernah men-
yatakan bahwa menyangkut keter-
lambatan pembangunan dermaga di
. Tolitoli, pihaknya tidak segan-segan
memberlakukan sanksi sesuaiaturan
yang berlaku. '
“Kalau pembangunan dermaga
' itu tidak bisa tuntas sampai dengan
| batas kontrak yang ditentukan, maka
kita berlakukan denda sesuai aturan
yaitu satu permil dari nilai kontrak,
‘ - kalau ternyata dendatersebut sampai
lima persen, namun pekerjaan belum
| juga selesai, maka yang diberlakukan
| adalah pemutusan pekerjaan, pe-
} rusahaan diblacklist,” tuturnya.
‘ Menyangkut pembangunan dua
| buah dermaga yang mengalami keter-
| lambatan, anggota DPRD Kabupaten

(Dekab) Tolitoli, Suyuti, menilai
bahwa PPK dan PPTK yang memi-
liki kewenangan dalam pemberian
amandemen justeru tidak bekerja
secara professional.

" “Setiap proyek yang diberikan -

CCO tentunya mengacu kepada
force majore. PPK dan PPTK harus

bertanggungjawab jika dua mega

proyek dermaga yang dianggarkan
miliaran itu, pemberian CCO peker-
jaan yang terlambat dengan kondisi
memaksa adalah melanggar aturan,’
kata mantan konsultan itu.
Pemberian CCO terhadap peker-
jaan yang sudah terlambat biasanya

merujuk pada tindakan act of God, .

seperti bencana alam, epidemik, ke-
rusuhan. Olehnya itu, maka penam-
bahan waktu pekerjaan terhadap
setiap proyek termasuk dermaga
Malala dan Sidoarjo harus mengacu
pada ketentuan peraturan pengadan
barang dan jasa. “Artinya, jika pem-
berian cco melalui kebijakan Pejabat
Pembuat Komitemen kesyahbanda-
ran dan otoritas pelabuhan terkait
semestinya ada ketelitian dban tidak
terkesan asal-asalan,” kritiknya.
Sepengetahuannya, pembangu-
nan dermaga kontraknya berbeda
dengan poyek bangunan lainnya.

........................................................................................................................................................................ sambungan dari hal. 1

Proyek dermaga kontraknya adalah
unitprice, dimana volume pekerjaan
yang tercantum dalam kontrak ha-
nya merupakan perkiraan dan akan

~diukur ulang untuk menentukan

volume pekerjaan yarig benar-benar
dilaksanakan.

“Sehingga alasan CCO yang dia-
jukan rekanan kepada PPK harus
memiliki alasan yang tepat, doku-
men yang diajukan tidak terlepas
dari rekomendasi BMKG. Karena
persyaratan CCO berkaitan dengan
dokumen perkiraan cuaca yang dise-
tujui oleh lembaga terkait. Jika reko-
mendasi tersebut direkayasa, maka
CCO yang dikeluarkan tidak dapat
berlaku,” tandas Suyuti. la menga-
takan, pemberlakuan CCO atau yang
biasa juga disebut amandemen tidak
terlepas dari spesifikasi yang tercan-
tum dalam kontrak pekerjaan. “CCO
dapat diberikan ketika kondisilapan-
gan berbeda pada saat pelaksanaan.
Tetapi kalau ternyata akibat kelalaian
pihak rekanan dalam memperhati-
kan pekerjaan, maka CCO tersebut
tidak layak diberlakukan. Dan kalau
CCO itu diberikan serampangan,
maka kewenangan penegak hukum
untuk menelusuri, karena‘ini adalah
modus, ” tegasnya. LAN




